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Dinas Perikanan Siapkan Bantuan 

 

 
Sumber gambar: Kaltim Post    Rabu, 22/01/2025 

 

SENDAWAR - Pemkab Kubar melalui Dinas Perikanan (Diskan) akan memberikan 

bantuan sarana dan prasarana untuk peningkatan produksi perikanan tahun 2025. Bantuan 

tersebut diproyeksikan untuk menjamin ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dan 

produksi perikanan. 

 

Kepala Diskan Kubar, Philip mengungkapkan, ada bantuan berupa perahu dan mesin, 

keramba, jaring apung, dan kolam terpal. “Bantuan ini diberikan kepada kelompok-

kelompok nelayan dan budidaya perikanan,” kata Philip, kemarin (22/1). 

 

Ia mempersilakan nelayan atau pelaku budidaya perikanan membentuk kelompok. 

Kemudian ajukan proposal untuk mendapatkan bantuan tersebut. Dengan adanya bantuan 

perahu dan mesin tentu akan memudahkan para nelayan menjangkau area tangkapan yang 

lebih luas. Sehingga produksi perikanan akan meningkat. (ard/kri) 

 

Sumber berita: 

  

1. Kaltim Post, Dinas Perikanan Siapkan Bantuan, 22/01/2025 

2. Kaltimpost.jawapos.com, Dukung Potensi Produksi Sektor Perikanan, Diskan 

Kubar Siapkan Sejumlah Bantuan pada 2025, 22/01/2025 

 

Catatan: 

 

1. Dinyatakan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang 

Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 

2009 (UU 31/2004) bahwa pemerintah mengatur dan mengembangkan 

penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan dalam rangka 

pengembangan pembudidayaan ikan. 

2. Dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 31/2004 diatur sebagai berikut: 

(1) Pemerintah menetapkan persyaratan dan standar alat pengangkut, unit 

penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan 

ikan dan lingkungannya.  

(2) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap alat pengangkut, unit 

penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan 

ikan dan lingkungannya. 
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3. Dalam Pasal 25A ayat (2) UU 31/2004 dinyatakan bahwa pemerintah dan 

pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan 

agar memenuhi standar mutu hasil perikanan. 


